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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 1

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI
WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI WAY KANAN,

bahwa penyelenggaraan KTM Way Tuba di
Kabupaten Way Kanan bertujuan  untuk
meningkatkan taraf hidup transmigran dan
masyarakat sekitarnya, pemerataan pertumbuhan
penduduk serta pembangunan daerah dan untuk
mendorong kemajuan daerah transmigrasi menjadi
kawasan yang berdaya saing serta peluang
investasi dan mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi kawasan transmigrasi dan dalam rangka
penataan kawasan yang lebih baik sesuai dengan
prinsip penataan ruang dan wilayah Kabupaten
Way Kanan perlu di bentuk Kota Terpadu Mandiri
(KTM);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukkan Kota
Terpadu Mandiri Way Tuba Kabupaten Way Kanan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50350);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat I Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3800);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4595,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45738);

13.Peraturan.....
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 122);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 124);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way
Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 141);

Memperhatikan.....



Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan
Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan
Transmigrasi;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

Dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA

TERPADU MANDIRI WAY TUBA KABUPATEN WAY
KANAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.
2.
3.

4

Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bupati adalah Bupati Way Kanan.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan transmigrasi.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan
transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang
ditetapkan sebagal pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat
pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang
sesual dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan adalah
pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi
sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi
sekarang yang akan datang.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi Way Tuba, yang selanjutnya
dapat disingkat WPT Way Tuba adalah wilayah potensi yang ditetapkan
sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan
pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri
dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan,
pelayanan umum dan sarana trasportasi serta untuk menyatukan visi
tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan
memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Sehingga program transmigrasi
kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif
untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi
terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar
(deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks
pembangunan perwilayahan.

Kota Terpadu Mandiri Way Tuba, yang selanjutnya dapat disingkat
KTM Way Tuba adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan
pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang

mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau
budidaya.

Satuan Pengawasan Pengembangan yang selanjutnya disebut SKP
adalah kumpulan satuan pemukiman transmigrasi dan Kampung
sekitar yang terhubungkan oleh jaringan transportasi dan memiliki
kampung utama sebagai pusat kegiatan dari satuan kawasan
pengembangan.

Unit Pemukiman Transmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat UPT
adalah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan untuk
pengembangan usaha transmigrasi dimana lahan tersebut mempunyai
kepastian letak, luas serta batas-batas secara fisik di lapangan.



BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kawasan KTM Way Tuba Kabupaten

Way Kanan sebagai wilayah pembangunan dan pengembangan kota
terpadu mandiri.

Pasal 3

(1) Kawasan pemukiman KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan meliputi :
a. Desa / Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan
Umpuy;
Desa / Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan
Umpu,;
Unit Permukiman Transmigrasi Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Tanjung Raja Sakti Kecamatan Way Tuba,;
Desa / Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Beringin Jaya Kecamatan Way Tuba,;
Desa / Kampung Suma Mukti Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Ramsai Kecamatan Way Tuba,;
Desa / Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba,
Desa / Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba;
. Desa / Kampung Way Mencar Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Way Pisang dan Kecamatan Way Tuba;
Desa / Kampung Bukit Harapan. Kecamatan Way Tuba.

o
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(2) Kawasan pemukiman KTM Way Tuba sebagaimana dimaksud ayat (1)
didukung juga oleh Kampung /Kecamatan sekitar kawasan.

(3) Luas KTM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seclanjutnya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB 1II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan KTM Way Tuba Kabupaten bertujuan:

a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;

b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat
tumbuh);

c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;

. menarik investor;

e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi
dan kampung sekitarnya; dan

f. sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata.



Pasal S

Sasaran pembangunan KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan adalah :

a. peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang vang berwawasan
lingkungan;

b. peningkatan jaringan infrastruktur;

c. peningkatan investasi budi daya dan industri pertanian, jasa dan

perdagangan;

perluasan kesempatan kerja;

peningkatan pelayanan sosial;

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan

peningkatan pendapatan para transmigrasi dan penduduk sekitar.

o o

BAB IV
PENDEKATAN PEMBANGUNAN KTM

Pasal 6

Pembangunan  KTM  dilaksanakan melalui  pendekatan  Wilayah

Pengembangan Transmigrasi (WPT) meliputi :

a. kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi dan permukiman
transmigrasi yang masih dalam pembinaan;

b. pemukiman transmigrasi baru,;

c. calon pemukiman transmigrasi; dan
d. kampung sekitar.

Pasal 7

(1) Dalam pengembangan KTM Way Tuba dilaksanakan penyusunan
rencana induk (master plan) sebagai dasar pengembangan kawasan.

(2) Penyusunan rencana induk (Master Plan) dilakukan Pemerintah
Daerah dengan persetujuan DPRD.

(3) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan
mempertimbangkan arahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(4) Rencana induk (master plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
uraikan dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 dimaksudkan untuk memberdayakan para transmigran dan
penduduk kampung sekitar.



BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah kawasan pengembangan KTM

(2) Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM berasal dari :
a. tanah negara bebas;

b. tanah berasal dari Hak Pengolahan Lahan (HPL) transmigrasi; dan
c. tanah penduduk setempat.

BAB VI
STRUKTUR KAWASAN

Pasal 10

(1) Struktur KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan di kelompokkan dalam
zona.

a. pemukiman;

b. bisnis;

c. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan; dan

d. pusat pembenihan dan pembibitan palawija, kelapa sawit dan karet.

(2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuikan
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 11

(1) Pengelolaan kawasan KTM Way Tuba dilakukan oleh Kelompok Kerja
dan Badan Pelaksana/Pengelola Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal
tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam
proses perencanaan, pemprograman, pelaksanaan dan pengendalian.

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja
Provinsi dan Kelompok Kerja Pusat.

(4) Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. Pengarah . Bupati

b. Pembina : Sekretaris Daerah

c. Ketua Kelompok Kerja : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

d. Sekretaris . Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

e.anggota.....



()

e. Anggota : Kepala Dinas/Kantor/Badan dan lintas

sektor terkait beserta jajarannya di
daerah.

Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. penyelenggara koordinasi pembangunan dan pengembangan
kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan  ruang,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan
pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;

b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan
pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan
ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan
pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;

c. penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi
koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM,
meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan
prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian
lingkungan, termasuk pengusulan/skala prioritas pembangunan di
kawasan KTM (need assessment) kepada sector terkait melalui
Bupati;

d. Pelaksanaan fasilitas terhadap para pemangku kepentingan
(stakeholders) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi,
perizinan, advokasi, mediasi, inisiasi, informasi dan promosi, forum
aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;

e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk
pembangunan, baik yang dilakukan oleh pthak
pemerintah/pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat.

f. pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan
kawasan KTM yang meliputi administrasi, keuangan dan
kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara
berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan
Menteri terkait; dan

g. penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan
organisasi pengelola kawasan KTM sesuai tugas pokok dan
fungsinya yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....
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e. Anggota : Kepala Dirnas/Kantor/Badan dan lintas
sektor terkait beserta jajarannya di
daerah.

Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyal tugas:

a. penvelenggara koourdinasi  pembangunan dan  pengembangan
kawasan  KTM, meliputi  bidang-bidang penaaan  ruang,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan
pengelolaan agribisnis, kclembagaan dan peningkatan kapasitas
sumber dava manusia serta keserasian lingkungan;

b. pelaksanaan monttoring dan  evaluasi pembangunan  dan
pengembangan kawasan KTM, meliputl bidang-bidang penataan
ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan
pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia serta kescrasian lingkuigan;

¢. penyusunan rekomendast alas hasill monitoring dan evaluast
koordinasi pembangunan den pengembangan  kawasan  KTM,
meliputi bidang-bidang penataun ruang, pembangunan sarana dan
prasarana, pengembangan dan pengclolaan agribisnis, kelembagaan
dan peningkatan kapasitas sumber dava manusia serta keserasian
lingkungan, termasuk pengusulan/skala prioiitas pembangunan di
kawasan KTM {(need assessment] kepada sector terkait melahud
Bupati;

fl. Pelaksanaan fasilitas rerhadap  para pemangku kepentingan
(stakeholders) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi,
perizinan, advokasi, mediasi, inistast. mformas: dan promost. forum
aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;

e. pengawasan dan pengendalian  pemanfaatan tanah untuk
pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak
pemerintah/pemerintah dacrah, pihak swasta maupun masyarakat,

f. pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan

kawasan KTM vang meliputi administras;, keuvangan dan
kepegawalan, monitoring, evalaasi dan pelaporan kinerja secara
berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan
Menteri terkait; dan

. penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan
organisasi pengelola kawasan KTM sesual tugas pokok dan
fungsinva yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

(o]

Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl.

BAB VIII.....
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BAR VIII
PENGEMBANGAN USAHA DARI MASYARAKAT

Pasal 12

Pemerintah  Daerah mengembangkan usaha masyarakat KTM
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 .

Pengembangan usaha masyvarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat

{1) ditekankan pada:

a. pengembangan agribisnis dan argoindustri dart hulu sampai hilir;

b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian yang saling
menguntungkan;

c. pengembangan jaringan transportasi dan informasi; dun

d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,
ekonomi dan sosial budayva.

Pengembangan usaha masvarakat sebhagaimana dimaksud dalam avart
(1) dan ayat (2) bekerjasama dengan badan usaha dan melibaikan
partisipas: masyarakat,

Perjanjian dan mekanisme kerjasama dengan Badan Usaha dan
Partisipasi sebagaimang dimaksud dalam ayat {3} lebilh lanjur diatur
oleh Bupati dengan memberitahukan kepada DPRD.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluast terhadap
kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Wzay Tuba dalam kawasan
transmigrasi dan diluar kawasdn transmigrast.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalai: setahun oleh kelompok
kkena.

Evaluasi terhadap rencana Induk (Master Planl KTM Way Tuba
dilakukan paling cepat 5 (itma) tahun sekali.

BAB X
DUKUNGAN DANA

Pasal 14

Dana pengembangan KTM  scbagaimana dimaksud dalam pasal 2
berasal dari Pemerintah, Pemerintab Provinsi, Pernerintah Kabupaten
dan Badan Usaha.

Selain pendanasn sebagaimana dimaksud avat (1) dapat berasal dan
sumber lain vang szh dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(3ietennan.....



LA Razren e

NS ITRNC

o l-nad s L

PLiery s ol
t3

Porate oy T e

.'\;,_',;J,' -~ v

-

I

[

Craoliron hner

LU n L T P S PR L T

IAB N
AETENTUAN FENUL U

I AL -Ll

TR R S SR BN Gateann oo T 1
H 1 . .- [ - - . ; ¢ - | -
O L T L SN ANt I S I S 7N FR S TORR B EANN IR

NIFO YR EIRIERE S

{;L'iti xi 1 23

'd Vol ”L‘ Tl '|)L 55!1\_& ]T“-.lt_'.;] ';.1'_'.} ot '-[1‘-lliLTn.'.'i Lo

Jitetuplaan ¢ Bluno. o
IJmL‘LIL[gJ??tl 17 Ju. o i

DS ST U TR B

NS

e

JUSTARIY & 02 20

Diandan--kaa ¢i Biar bat un Usapu
[

padic Lu.},

0111 {1.inal i"‘

LihnBolisnly 134

11 avari 2013

.—\F;'J_h K‘ABUij,LILN .-‘r.rl\lr _n'._.-.;\l“-;

It

SUS TR LabUia, MM

EJ’R..D.I_.L I:A!}UP;*"IGN ri“f }i_.x w - i' ii"‘;.iljj el
Lot vosti) vt 1eeo "-lll't:_\

HEPALA BAGIAIN HUKINM,
T };_1_' 13._1_1 : _,-Si I ok

ST 1A
vinotoRICT gl

s
oy
b
N
-
S
-
{
-
b



1.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI WAY TUBA
KABUPATEN WAY KANAN

UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka pemeriniah qaerah diberl
kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara efesiens: dan
efektif dengan memperhatikan kemampuan dan sumber dava yang
ada salah sawunva adalah melaksanakan revitalisasi pengembangan
kawasan rwransmigrasi vang sudah ada serta reorentasi
pembangunan  dikawasan-kawasan  transmigrasi  vang  baru,
pembangunan transmigrasi vang semula cdituyjukan untuk menjawab
persocalan—-perscalan  demografis, diperkayva orientasinya kearah
percepatan pembangunan daerah melalul peningkatan pertumbuhan
ckonomi kawasan transinigrasi, sedangkan dikawasan itransmigrasi
vang sudah ada dilakukan penataan ckonomi, sosial dan ruang agar
pertumbuhannva dapat lebih cepat dan werarah, realitas selama nu
menunjukan bahwa kawasan transmigrasi telah menciptakan pusat-
pusat  pertumbuhan janh yang mampu mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan .

Konsep pendexzatan yang diterapkan dalam  revitalisasi dan
reorientasi ini adalah pembangunan serta pengembangan kKawasan
transmigrasi menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan vang
mempunvai fungsi perkotaan dan selanjutnva disebut Kota Terpadu
Mandiri, vang bertujuan:

1. Menciptakan sentra agrobisnis dan agroindustrl yang mampu
menarik investasi swasta untuk menumbuh kembangkan kegiatan
ekonomi transmigran dan penduduk sekitar, serta membuka
peluang usaha dan kesempatarl kerja,

2. Meningkatkan pendapatan dan xescjahteraan transmigran dan
penduduk sekitar

3. Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk  sckitar
untuk memenuhi berbagal kebutuhan dasar.

Sebagal tindak lanjut dari program pengembanggn‘ kg:\rg?a'rrl
rransmigrasi tersebut agar penyclengaraannya dapat ]cblhk Lr d?-d
guna dan berhasil guna, maka perlu dlzttgrlpengelnbarlge(lrl ‘_a?&-azcm
transmigrasi menjadi Kota Terpadu Ma.ndm sesuat d{ingdnpjj“:a\_ ii
semangal  serta  kelentuan  yang ditetapkan dalam Peratur
Perundang-Undangan.

I PASAL.....



1L PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas
Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

a. yang dimaksudkan dengan meoengoptimalkan potensi
sumber dava alam adalah pecmanfaalan potensi yvang
terkardung didalam Bumi (tanah), Alr, dan Dirgantara
(Udara), secara tepat guna, berdava gunia dan berhasil
guna.

Pasal 5

cukup jclas
Pasal 6

cukup jelas
Pasal 7

cukup jelas
Pasal 8

cukup jelas
Pasal @

cukup jelas
Pasal 10

culkup jelas
Pasal 11

cukup jelas
Pasal 12

cukup jelas
Pasal 13

cukup jelas
Pasal 14

cukup jelas
Pasal 15

cukup jelas
Pasal 10

cukup jelas
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